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WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor
6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Menetapkan

dan
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

a.

£.

Mmoo oo o0 o

Laporan realisasi anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
Neraca;

. Laporan Operasional;

Laporan arus kas ;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan Rp. 898.120.429.202,90

Belanja Rp. 876.636.634.255,31
Surplus/Defisit (Rp. 21.483.794.947,59

Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 97.446.665.822,67

- Pengeluaran Rp. 8.270.084.956,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 89.176.580.866,67

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
minus  Rp34.285.364.886,90 dengan rincian  sebagai
berikut :

a. Anggaran  pendapatan Rp. 863.835.064.316,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 898.120.429.202,90
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 34.285.364.886,90 )

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp76.375.010.926,69 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja Rp. 953.011.645.182,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 876.636.634.255,31
Selisih lebih/(kurang) Rp. 76.375.010.926,69

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
minus Rpl110.660.375.813,59 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Surplus/defisit setelah (Rp. 89.176.580.866,00)
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perubahan
b. Realisasi Rp. 21.483.794.947,59
Selisih lebih/(kurang) Rp. (110.660.375.813,59)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah minus Rp0,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran  penerimaan Rp. 97.446.665.822,00
pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi Rp. 97.446.665.822,67
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,67)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah minus Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran Rp. 8.270.084.956,00
pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi Rp. 8.270.084.956,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah minus Rp0,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan Rp. 89.176.580.866,00
netto setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 89.176.580.866,67
Selisih lebih /(kurang) (Rp. 0,67)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021
sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 97.446.665.822,67
b. Penggunaan saldo anggaran (Rp. 97.446.665.822,67)
lebih

C. Sisa lebih/kurang pembiayaan Rp. 110.660.375.814,26
tahun berjalan

d. Koreksi kesalahan pembukuan Rp. 0,00
tahun sebelumnya
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 110.660.375.814,26
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per
31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.364.575.869.734,02
b. Jumlah kewajiban Rp. 30.218.068.598,87
C. Jumlah ekuitas Rp. 3.334.357.801.135,15



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO Rp. 902.546.582.333,26

b. Beban Rp. 914.210.164.184,66

C. Surplus/Defisit LO (Rp. 11.663.581.851,40)
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Rp. 97.847.944.414,67
Januari 2021

b. Arus kas dari aktivitas Rp. 124.592.836.371,78
operasi

C. Arus kas dari aktivitas (Rp. 111.379.126.380,19)
investasi

d. Arus kas dari aktivitas Rp. 0,00
pendanaan

e. Arus kas dari aktivitas (Rp. 378.289.482,00)
transistoris

f. Saldo kas akhir per 31 Rp. 110.684.554.807,26

Desember 2021

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 3.334.357.801.135,15
b. Surplus/defisit LO (Rp. 11.663.581.851,40)
C. Dampak komulatif Rp. 130.487.492.326,35
perubahan
kebijakan /kesalahan
mendasar
d. Ekuitas akhir Rp. 3.453.181.711.610,10
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.

[y

B

®» 02T o

SR oo oo

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri
atas;

Ringkasan LRA menurut urusan
pemerintahan daerah dan Organisasi;

Ringkasan APBD yang  diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok,dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan,;

Laporan Perubahan SAL;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas laporan keuangan.
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub  kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran
2021 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;



t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/

rugi) Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) adalah Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum pada
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pematangsiantar.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Pematangsiantar
KEFAIA-BACGIAN HUEUM pada tanggal 13 September 2022

Plt. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina ttd
NIP. 19810927 200502 1 001

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,
ttd
BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 5



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI
SUMATERA UTARA :

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

UMUM

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas Akuntansi
(SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan operasional;

c. Laporan Perubahan Ekuitas;

d. Neraca; dan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan
(PPKD) menyusun laporan keuangan konsolidasi atau penggabungan
laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD) yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran,;

b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan operasional,

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan.

Setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan hasil
pemeriksaan BPK, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan
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II.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD akan dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan

persetujuan bersama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas

KEPALA BAGIAN HUKUM

HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina

NIP. 19810927 200502 1 001
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